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putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Sibuhuan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

Cerai  Talak  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

NAMA,  NIK. xxxxxxx,  tempat tanggal lahir xxxxx, xx-xx-1986, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat  tinggal di  Desa

Batang  Tanggal  Baru,  Kecamatan Lubuk  Barumun, Kabupaten

Padang  Lawas, Provinsi  Sumatera  Utara, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA, tempat tanggal lahir  xxxxx, xx xxx 1993, agama Islam, Pendidikan SD,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Desa

Bulusonik,  Kecamatan  Barumun,  Kabupaten  Padang  Lawas,

Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan

surat  permohonannya  bertanggal  14 Oktober 2024,  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sibuhuan  dengan  Register  Nomor

273/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada  tanggal  16 Oktober 2024,  yang   isinya telah

dimohonkan  perbaikan  sebagaimana  termuat  dalam  berita  acara sebagai

berikut: 
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1. Bahwa pada tanggal  29 Agustus 2022 Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Barumun,  Kabupaten  Padang

Lawas,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

xxx/xx/VIII/2022, tertanggal 29 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah  menikah,  Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di

rumah orang tua Pemohon di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk

Barumun  selama  kurang  lebih  1  bulan,  kemudian  pindah  ke  rumah

kontrakan tetap di Desa Batang Tanggal Baru sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri

(bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak/ keturunan;

4. Bahwa awal permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada

bulan Oktober 2022, yang di sebabkan oleh:

4.1. Termohon  tidak  mengizinkan  Pemohon  masuk  rumah

kediaman bersama;

4.2. Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon dengan

cara memukul pinggang Pemohon dengan kayu;

4.3. Termohon selalu merasa kurang akan biaya nafkah yang

diberikan Pemohon;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  pada  bulan  Desember  2022,  dimana  pada  saat  itu

Termohon tidak  mengizinkan Pemohon masuk kedalam rumah,  sehingga

Pemohon  pergi  ke  warung  kopi.  Setelah  itu  Termohon  datang  mencari

Pemohon ke warung kopi sambil marah-marah dan membawa kayu, namun

di dalam perjalanan menuju rumah Termohon melakukan kekerasan kepada

Pemohon dengan cara memukul pinggang Pemohon dengan kayu, akhirnya

Pemohon tidak jadi pulang kerumah dan kembali ke warung kopi. Dua hari

kemudian  Pemohon  datang  lagi  kerumah  kediaman  bersama,  namun

Termohon masih tidak mengizinkan Pemohon untuk masuk kedalam rumah.

Karena  tidak  tahan  dengan  kelakuan  Termohon,  akhirnya  Pemohon

menjatuhkan talak secara syariat Islam kepada Termohon;
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6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon,

keluarga  Termohon,  tokoh  masyakarat  desa  Bulusonik  dan  tokoh

masyarakat desa Batang Tanggal Baru, namun tidak berhasil;

7. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Termohon  di  atas,  maka  Pemohon

merasa rumah tangga Pemohon dan Temrohon tidak bisa  dipertahankan

lagi, oleh karena  itu sesuai dengan Pasal 116 huruf   (f) Kompilasi Hukum

Islam (KHI)  jika antara suami istri sering terjadi pertengkaran secara terus

menerus, maka salah satu pihak boleh  mengajukan gugatan perceraian di

Pengadilan Agama;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon tidak  ingin  lagi  melanjutkan rumah tangga bersama

Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

10.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Bahwa berdasarkan  keterangan  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan  Agama Sibuhuan cq.  Majelis

Hakim  yang  menyidangkan  perkara  ini  agar  menjatuhkan  Putusan  yang

amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan  izin kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuhkan

talak satu raj’i terhadap Termohon (Nama);

3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subs  idair :  

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,  mohon Putusan yang seadil-

adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini,  Pemohon dan Termohon telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman  3 dari 12 hlm. Putusan  Nomor  273/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang

besama  ke  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah  serta  tidak  ada  mengajukan  eksepsi  secara  tertulis  meskipun

berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  menurut  Majelis  Hakim  ternyata

ketidakhadiran  Termohon tersebut  tidak  disebabkan alasan yang dibenarkan

undang-undang;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar

berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi

tidak  dapat  dilaksanakan  dan  pemeriksaan  terhadap  perkara  ini  dilanjutkan

dengan  membacakan  permohonan  Pemohon  yang  dalil-dalilnya  tetap

dipertahankan Pemohon; 

Bahwa  untuk  mempertahankan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,

Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk  NIK.  xxxxxx atas  nama

(Pemohon)  tertanggal  22  Juni  2013,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Padang Lawas.  Bukti

surat  tersebut  telah  bermeterai  cukup,  dinazegelen  pos,  dan  telah

diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut

telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2022 tanggal

29 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.  Bukti  surat  tersebut

telah  bermeterai  cukup,  dinazegelen  pos,  dan  telah  diperiksa  serta

dicocokkan dengan aslinya,  ternyata  bukti  surat  tersebut  telah sesuai

dengan  aslinya.  Kemudian  oleh  Ketua  Majelis  diberi  tanda  P.2 dan

diparaf;

B. Bukti saksi.
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1. Saksi,  umur  35 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta,

tempat  tinggal  di  Desa  Batang  Tanggal  Kecamataan  Lubuk  Barumun

Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan

Termohon,  hubungan  sebagai  Tetangga  Pemohon  dan  Termohon,

menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon adalah karena disebabkan Termohon Selalu bersikap

kasar  kepada  Pemohon  dan  Termohon  selalu  mengeluh  masalah

nafkah rumah tangga;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah  sejak

Desember 2022 dengan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban

sebagai suami isteri;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  kembali  Pemohon  dan

Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi,  umur  43 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani  kebun,

tempat tinggal  di  Desa Batang Tanggal  Kecamatan Lubuk Barummun

Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan

Termohon, hubungan sebagai Saudara Kandung Pemohon, menyatakan

bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon adalah karena disebabkan Termohon Selalu bersikap
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kasar  kepada  Pemohon  dan  Termohon  selalu  mengeluh  masalah

nafkah rumah tangga;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah  sejak

Desember 2022 dengan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban

sebagai suami isteri;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  kembali  Pemohon  dan

Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon melalui  telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara

lisan  di  persidangan,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  dengan

permohonan  Pemohon  dan  mohon  kepada  Majelis  Hakim  mengabulkan

permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  secara  formil  permohonan

Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang,  bahwa  perkara  a  quo  Pemohon  terhadap   permohonan

cerati talak, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dibenarkan, oleh

karena itu, permohonan Pemohon secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang
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Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)

R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

para  pihak  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  dipanggil  dan  menghadiri

persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Pemohon telah datang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi,

dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi

dan patut  maka berdasarkan Pasal  149 ayat  (1) dan 150 R.Bg telah cukup

alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini  tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon

agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama jo. Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

(KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di  persidangan,

maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak

Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Pemohon  adalah  pihak  yang

mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283

R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut

diwajibkan  dan  diperintahkan  untuk  membuktikan  setiap  dalil-dalil  dalam

permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah; 

Menimbang,  bahwa  bukti  tertulis  yang  diajukan  Pemohon  yaitu  bukti

surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

telah  memenuhi  syarat  formil  bukti  karena  merupakan  akta  autentik  sesuai

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi

syarat  materil  bukti  karena  isinya  mendukung  terhadap  dalil  Pemohon
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menyangkut  tentang domisili  dan keabsahan  pernikahan  Pemohon  dengan

Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan

hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon

adalah  suami  isteri  yang  sah  dan  karenanya  Pemohon  berhak  dan

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi  in judicio);

Menimbang,  bahwa  2  orang  saksi  yang  dihadirkan  Pemohon  telah

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

tidak terhalang  menjadi  saksi  serta  telah  memberikan keterangan di  bawah

sumpah serta secara terpisah;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  Pemohon  (Saksi) merupakan

Tetangga  Pemohon  dan  Termohon, dan  saksi  kedua Pemohon (Saksi)

merupakan Saudara Kandung Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi

antara Pemohon yang disebabkan Termohon Termohon Selalu bersikap kasar

kepada  Pemohon  bahkan  telah  terjadi  pisah  rumah  antara  Pemohon  dan

Termohon setidaknya sejak Desember 2022 dan tidak saling menjalankan hak

dan  kewajiban  sebagai  suami  isteri,  karenanya  dapat  diterima  untuk

mendukung  kebenaran  dalil  dan  alasan  gugatan  Pemohon  telah  terjadinya

perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan,  keterangan

Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat

P.1, P.2 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada

tanggal 29 Agustus 2022;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga  Pemohon dan  Termohon sudah tidak  harmonis

setidaknya sejak akhir tahun 2022;
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4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara  Pemohon dan

Termohon  adalah  karena  Termohon  Selalu  bersikap  kasar  kepada

Pemohon dan Termohon selalu mengeluh masalah nafkah rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak  Desember

2022 atau setidaknya telah berjalan selama  1.5 (satu setengah) tahun;

6. Bahwa  sudah  dilakukan  upaya  perdamaian  terhadap  Pemohon  dan

Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan

tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon

adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara

Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya telah bejalan selama

1.5 (satu setengah) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan

sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai

suami dan istri, dan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil,

dengan  demikian  maksud  perkawinan  sudah  tidak  mungkin  tercapai  lagi

sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran

Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَجَعَلَ           إليَهَْا إ لإتسَْكنُوُا أزَْوَاجًا كمُْ أنَفُْسإ نْ مإ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتإهإ نْ وَمإ

وَرَحْمَةً    مَوَدةًّ ذَ   ۚبيَنْكَمُْ فإي يتَفََكرُّونَ   ٰإإنّ لَياَتٍلإقَوْمٍ لإكَ

Artinya : dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya  kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  perkara  ini  Majelis  Hakim

memandang  tidak  perlu  untuk  menggali  fakta  tentang  apa  dan  siapa  yang

menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang

pecahnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  itu  sendiri  sebagaimana

maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-

1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;
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Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  237.K/AG/1998,  tanggal  17-3-1999,  menyebutkan  “sepasang  suami-

isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam

satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menganggap  perlu  untuk

mengemukakan  dalil yang  kemudian  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis

sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an  Juz II hal.

405 yang berbunyi:

ل ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

له حق

Artinya:  "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,
kemudian  tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,
dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  permohonan  Pemohon

dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan

perceraian  sebagaimana kehendak serta  telah  memenuhi  alasan perceraian

sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Jo. Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  demikian

berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  Majelis  Hakim  berpendapat  permohonan  Pemohon  patut

untuk dikabulkan dengan memberi  izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak  satu  Raj’i  terhadap  Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Sibuhuan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya; 
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Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

3. Memberi  izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (NAMA)  dihadapan  sidang  Pengadilan  Agama

Sibuhuan.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk  membayar  semua biaya yang

timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu

rupiah).

Demikian  putusan dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sibuhuan pada  hari  Rabu,  tanggal  13 November  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal  11  Jumadil  Ula 1446 Hijriah oleh  Riki  Handoko,

S.H.I., M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Sunyoto,  S.H.I.,  S.H.,  M.H.,  dan  Putra

Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.,  M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh  Muhammad  Sarkawi,  S.H.I., sebagai  Panitera,  dengan  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 40.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10  .000,00  

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).
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